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Abstrak 
Provinsi Jawa Barat didukung oleh 17 sektor lapangan usaha dengan sumbangan tertinggi dari 

3 sektor yaitu, sektor Industri Pengolahan sebesar 43,37 %, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60 % dan sektor Konstruksi sebesar 8,21 %. 

Ketimbangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Indeks Williamson masuk 

kedalam kategori tinggi sekitar 1,43 yang terjadi di wilayah Tasikmalaya. Metode analisis tipologi 

klassen terbagi menjadi 4 klasifikasi pendekatan wilayah yaitu, Kuadran I (Daerah maju dan 

tumbuh cepat), Kuadran II (Daerah maju tapi tertekan), Kuadran III (Daerah berkembang cepat), 

dan Kuadran IV (Daerah tertinggal). Faktor utama penyebabkan terjadinya ketimpangan antar 

wilayah yaitu, perbedaan sumberdaya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya 

mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan 

antar wilayah yang berbeda-beda. 

Kata Kunci: Jawa Barat, PDRB, Ketimpangan Ekonomi, Faktor Ketimpangan. 

 

Abstract 
West Java Province is supported by 17 business sectors with the highest contribution from 3 sectors, 

namely the Manufacturing Industry sector at 43.37%, the Wholesale and Retail Trade sector; Car and 

Motorcycle Repair was 15.60% and the Construction sector was 8.21%. The balance between regencies 

/ cities in West Java Province based on the Williamson Index falls into the high category of around 1.43 

which occurred in the Tasikmalaya region. Klassen's typology analysis method is divided into 4 

regional approach classifications namely, Quadrant I. (Regions growing and growing fast), Quadrant 

II. (Regions developed but depressed), Quadrant III. (Regions developing fast), and Quadrant IV. 

(Regions lagging). The main factors causing inequality between regions are, differences in natural 

resources, differences in demographic conditions, poor mobility of goods and services, concentration 

of regional economic activity, and allocation of development funds between regions. 

Keywords: West Java, GRDP, Economic Inequality, Inequality Factors. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesian merupakan negara kepulauan yang memiliki beberapa provinsi dengan 

berbagai macam karakteristik dan sumberdaya alam yang berbeda-beda. Setiap provinsi 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang beragam yang menunjukkan pertumbuhan produksi 

barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Data Badan 

Pusat Statistik Indonesia pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa berasal dari 

Provinsi Jawa Tengah dengan PDRB yang diukur atas dasar harga konstan tahun 2019 

tumbuh sekitar 5,80 %. Sedangkan Provinsi Jawa Timur tumbuh sekitar 5,52 %, disusul 
dengan Provinsi Banten dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,35 %, dan pertumbuhan 

ekomoni Jawa Barat sekitar 5,07 %. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan 
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pertumbuhan ekomoni dibeberapa wilayah Provinsi di Pulau Jawa, maka pertumbuhan 

ekomoni Jawa Barat berada di posisi terendah. 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 rata-rata sebesar 

5,07 % jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 

5,02 %, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih tinggi. Namun jika dibandingkan 

dengan tahun 2018 yang mencapai 5,66 % maka saat ini tumbuh melambat. Perlambatan 

ekonomi pada tahun 2019 tidak lepas dari kondisi ketidakpastian ekonomi global, perang 

dagang AS-China yang menahan kinerja ekspor – impor, serta pengaruh politik di dalam 

negeri. Namun demikian, permintaan domestik masih kuat seiring dengan rata-rata 

kenaikan UMK Jawa Barat sebesar 8,11%. (Wahyu, Kiki Sarah, 2020). 

Selain pertumbuhan ekonomi Provinsi, pertumbuhan ekonomi wilayah 

Kabupaten/kota juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar pertumbuhan, 

pemerataan dan keberlanjutan pembangunan berimbang pada setiap wilayah-wilayah 

Kabupaten/kota. Saat ini ada 27 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan 

karakteristik sumberdaya alam, ekonomi, dan demografi yang berbeda-beda. Sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terjadi di seluruh wilayah. Berdasarkan PDRB 

Jawa Barat, ada beberapa wilayah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekomoni 

wilayah yang tinggi, seperti wilayah Bekasi sekitar 16,81 %, Kota Bandung 12,47 %, dan 

Karawang 10,95 %. Sedangkan kabupaten/kota lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit 

pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus 

membiarkan hal ini, maka akan terjadi kesenjangan atau ketimpangan dalam proses 

pembangunan antar daerah. Menurut (Saputra, 2004) Regional Income Disparities 

(Ketimpangan antar daerah) dapat menimbulkan kecemburuan sosial, disparitas ekonomi 

yang semakin tajam dan perpecahan antar wilayah. Sehingga penelitian ini bertujuan 

menganalisis ketimpangan dan faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar 

(kabupaten/kota) di Provinsi Jawa Barat saat ini. 

 

METODE 

1. Indeks Williamson 

Metode Indeks Williamson digunakan untuk mengidentifikasi sektor 

unggulan berdasarkan potensi ekonomi daerah dan mengetahui tingakt 

ketimpangan yang terjadi. (Sutarno, 2003). 

 

Rumus Indeks Williamson : 

 

 

Keterangan: 

IW : Indeks Williamson 

Fi : Jumlah Penduduk di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat  

n : Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat 

Yi : PDRB Perkapita di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat  

Y : PDRB Perkapita di Provinsi Jawa Barat 

 

2. Analisis Klassen Typologi 

Menurut (Tallo et al., 2018) Analisis Klassen Typologi bertujuan untuk 

mengetahui posisi relatif ekonomi di suatu wilayah yang lebih luas, indikator 
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pertumbuhan ekonomi dan pendapatan PDRB per kapita, melalui empat 

klasifikasi pendekatan wilayah. 

Tabel 1. Klasifikasi Klassen Typologi 

Keterangan: 

Rij : Nilai rerata laju pertumbuhan sektor i di wilayah perencanaan j Ri

 : Nilai rerata laju pertumbuhan sektor i di wilayah yang lebih luas Yij

 : Nilai rerata kontribusi i terhadap ekonomi wilayah perencanaan j Yi

 : Nilai rerata kontribusi sektor i terhadap wilayah yang lebih luas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. PDRB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha 

Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Barat saat ini, pemasukan PDRB didukung oleh 17 

sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan pada periode tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 
Tabel 2. PDRB Provinsi Jawa Barat menurut Lapangan Usaha tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) 

 

Sumber : Pribadi/Hasil penelitian 

Berdasarkan dari data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dari ke 17 

sektor lapangan usaha, maka setiap sektor lapangan usaha memberikan sumbangan yang 
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berbeda-beda terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2015 - 2019. Jika 

dilihat dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi disumbang dari 3 sektor lapangan usaha 

yaitu, sektor Industri Pengolahan sebesar 43,34 %, lalu disusul oleh sektor Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60 % dan sektor 

Konstruksi sebesar 8,21 %. Selain itu terdapat 3 sektor lapang usaha yang memberikan 

sumbangan terkecil terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat yaitu, sektor Pengadaan Listrik 

dan Gas sebesar 0,46 %, disusul sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,42 %, dan sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08 %. Hal ini 

bisa disebabkan karena kondisi geografis, sumberdaya alam, dan jumlah penduduk di 

yang sangat beragam. 

 

2. Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 

Tingkat ketimpangan yang terjadi antar wilayah pada tahun 2015-2019 dinilai dari 

besar kecilnya ketimpangan PDRB Provinsi Jawa Barat, sehingga memberikan gambaran 

tentang perkembangan pembangunan setiap wilayah. Berdasarkan hasil analisis Indeks 

Williamson, jika tingkat ketimpangan antar wilayah semakin kecil menandakan 

pendapatan suatu wilayah semakin merata, sehingga nilai IW harus mendekati nol (0). 

Namun jika nilai IW semakin besar atau semakin mendekati satu (>1) maka pendapatan 

wilayah tidak merata, sehingga ketimpangan antar wilayah tersebut semakin tinggi. 

Menurut (Puspandika, 2007) jika nilai IW diatas 0,50 menandakan tingkat 

ketimpangan yang tinggi antar wilayah. Rata-rata angka Indeks Williamson di 

Kabupaten/kota pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,89 yang artinya diatas 0,50. Hal 

ini menjelaskan bahwa terjadi ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota yang cukup 

tinggi pada tahun 2019, meskipun perekonomian Provinsi Jawa Barat mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan 

upaya-upaya yang lebih mendalam untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi 

antar kabupaten/kota dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penyebaran 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 
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Tabel 3. Perhitungan Indeks Williamson Antar 

Kabupaten/Kota Tahun 2019 

Sumber : Pribadi/Hasil penelitian 
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Grafik 1 : Indeks Williamson Antar Kabupaten/Kota Tahun 2019 

 

Berdasarkan data yang ada, menunjukan tingkat ketimbangan kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat masuk kedalam kategori tinggi, beberapa wilayah dengan 

ketimpangan tertinggi terjadi pada wilayah Tasikmalaya dengan Indeks Williamson 

(tingkat ketimpangan) sebesar 1,43, disusul dengan wilayah Cianjur sebesar 1,42, wilayah 

Garut sebesar 1,34, wilayah Cirebon sebesar 1.30 dan disusul dengan wilayah Kuningan 

sebesar 1.28. Sementara itu wilayah dengan nilai Indeks Williamson (tingkat 

ketimpangan) terendah yaitu berada diwilayah Kota Bandung dengan nilai 0,25, 

kemudian wilayah Karawang 0,29, dan Bekasi 0,30. Hal ini menandakan bahwa tingkat 

pendapatan ekonomi pada wilayah tersebut termasuk kategori merata. 

 

3. Klasifikasi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 

Berdasarkan Klassen Typologi kemajuan pembangunan ekonomi setiap 

kabupaten/kota menjadi empat klasifikasi yaitu, pengklasifikasian kabupaten/kota 

berdasarkan Klassen Typologi di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai 

berikut. 
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Tabel 5. Klasifikasi Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 

 

PDRB Per 

Kapita Laju 

petumbuhan 

 

Yi > Y 

 

Yi < Y 

 

 

Ri > R 

Daerah maju dan tumbuh 

cepat 

Daerah berkembang cepat 

 

Karawang, Kota Bandung, 

Kota Cirebon 

Bogor, Cianjur, Bandung, Kuningan, 

Majalengka, Sumedang, Kota Bogor, 

Kota Bekasi, Kota Depok, 

Kota Tasikmalaya 

 

 

Ri < R 

Daerah maju tapi tertekan Daerah tertinggal 

 

Kabupaten Bekasi, 

Bandung Barat, 

Kota Banjar 

Kabupaten Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, 

Ciamis, Cirebon, Indramayu, Subang, 

Purwakarta, 

Pangandaran, Kota sukabumi, Kota 

Cimahi 

Sumber : Penulis/Hasil Penelitian 

 

 

Menurut analisis Klassen Typologi tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa wilayah 

Karawang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon merupakan wilayah yang tergolong maju 

dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region), hal ini menandakan bahwa ke tiga wilayah 

tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan daerah 

lain dan berpotensi sebagai wilayah yang makmur serta pembangunan yang merata. 

Daerah yang tergolong daerah berkembang cepat (Growing Region), yaitu wilayah 

Kabupaten Bogor, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kuningan, Majalengka, Sumedang, 

Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Daerah ini memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan wilayahnya dengan sangat besar, akan tetapi belum 

dilakukan pengolahan pengembangan wilayah secara optimal. Hal ini dikarenakan tingkat 

pembangunan yang masih relatif rendah, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya 

tinggi. Wilayah Kabupaten Bekasi, Bandung Barat, dan Kota Banjar merupakan wilayah 

yang tergolong daerah maju tapi tertekan (Retarted Region), hal ini disebabkan oleh laju 

pertumbuhan ekonomi di wilayah ini relatif lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat, 

meskipun tingkat pendapatan PDRW perkapitnya lebih tinggi. Biasanya daerah ini 

memiliki kemampuan untuk maju akan tetapi laju pertumbuhan ekonominya mengalami 

penurunan akibat kegiatan utama daerah yang bersangkutan mengalami ganguan atau 

tekanan dari berbagai kondisi yang ada. Sementara saat ini ada 11 wilayah yang 

menempati posisi daerah relatif tertinggal (Underdeveloped Region) yaitu, Kabupaten 

Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten 

Cirebon, Kabupaten Indramayu, Subang, Purwakarta, Pangandaran, Kota Sukabumi dan 

Kota Ciamis. Ke 11 wilayah tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per 

kapita lebih rendah dari PDRB Provinsi Jawa Barat. Hal inilah yang menandakan bahwa 

tingkat pendapatan dan kemakmuran masyarakat berada dalam kondisi yang masih relatif 

rendah. 
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4. Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat 

Menurut (Pritha Aprianoor, 2015) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

ketimpangan antar wilayah, antara lain, Perbedaan Sumberdaya Alam, Perbedaan kondisi 

demografis, Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, Konsentrasi kegiatan ekonomi 

wilayah, dan Alokasi dana pembangunan antar wilayah 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian “analisis 

ketimpangan dan faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan antar (kabupaten/kota) 

di Provinsi Jawa Barat” diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Provinsi Jawa Barat. 

Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Provinsi Jawa Barat didukung oleh 

17 sektor lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan, maka pertumbuhan PDRB 

Provinsi Jawa Barat tertinggi disumbang dari 3 sektor lapangan usaha yaitu, sektor 

Industri Pengolahan sebesar 43,37 %, lalu disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60 % dan sektor Konstruksi 

sebesar 8,21 %. Selain itu terdapat 3 sektor lapang usaha yang memberikan sumbangan 

terkecil terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat yaitu, sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

sebesar 0,46 %, disusul sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,42 %, dan sektor Pengadaan 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,08 %. 

2. Tingkat ketimpangan antar Wilayah di Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan hasil analisis tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di wilayah 

Tasikmalaya dengan Indeks Williamson (tingkat ketimpangan) sebesar 1,43, wilayah 

Cianjur sebesar 1,42, wilayah Garut sebesar 1,34, wilayah Cirebon sebesar 1.30 dan 

disusul dengan wilayah Kuningan sebesar 1.28. Sementara itu wilayah dengan nilai 

Indeks Williamson (tingkat ketimpangan) terendah yaitu berada diwilayah Kota 

Bandung dengan nilai sebesar 0,25, kemudian wilayah Karawang sebesar 0,29, dan 

Bekasi sebesar 0,30. 

3. Klasifikasi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 Klasifikasi 

kemajuan pembangunan ekonomi menggunakan Klassen 

Typologi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu : daerah maju dan tumbuh cepat (Rapid 

Growth Region), meliputi wilayah Karawang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon, 

daerah yang tergolong daerah berkembang cepat (Growing Region), yaitu wilayah 

Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Kota Bogor, 

Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, kemudian daerah yang tergolong 

maju tapi tertekan (Retarted Region) yaitu Kabupaten Bekasi, bandung Barat, dan 

Kota Banjar dan daerah tergolong relative tertinggal (Underdeveloped Region) yaitu 

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Subang, Purwakarta, Pangandaran, Kota 

Sukabumi dan Kota Ciamis. 

4. Faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan antar Kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Barat. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhin tingkat ketimpangan antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu : Perbedaan sumberdaya alam,  

perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, 
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konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah 

yang berbeda-beda. 
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